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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung Berdasarkan Hukum Positif 

Indonesia 

Pengaturan hutan lindung oleh peraturan perundang-undangan 

Indonesia yang agresif tentu saja tersebar luas, namun dalam hal ini penulis 

menekankan pada dua peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 41  Tahun 

1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelestarian dan pemanfaatan hutan lindung 

dan lingkungan hidup. Penggunaannya sesuai dengan prinsip dan standar 

yang berlaku. 

1. Implementasi Fungsi Hutan Lindung Melalui Penggarapan oleh Masyarakat 

di Kecamatan Manggelewa 

Penggunaan fungsi hutan lindung yang dikelola oleh pemerintah 

kota dapat dibagi menjadi dua kelompok: 

a. Orang biasa yang menebang tanpa  izin dari pemerintah daerah  

b. Kelompok tani dan kelompok masyarakat yang melakukan budidaya 

hutan lindung diizinkan oleh pemerintah daerah. 
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B. Saran 

1. Perlunya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai status  

hutan negara kawasan hutan lindung kabupaten Mangerewa. Ini telah 

diklaim sebagai milik masyarakat sampai sekarang. 

2. Perlu penambahan sarana dan prasarana penjaga hutan terutama di daerah 

yang sulit dijangkau  

2. Perlunya pendampingan hukum khususnya hukum hutan rakyat, agar 

masyarakat sadar akan perlindungan hutan dan pengendalian kejahatan 

hutan. 
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